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KPU. Sekretariat KPU Provinsi. Pembentukan dan
Kriteria.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN KRITERIA TIPELOGI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Kriteria Tipelogi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
196);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);
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MEMUTUSKAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEMBENTUKAN DAN KRITERIA TIPELOGI SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.  Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2.  Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di
provinsi.

4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara
Pemilu di kabupaten/kota.

5. Kesekretariatan adalah Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota.

6. Pembentukan Daerah adalah pemekaran daerah dan
penggabungan daerah.

7. Pemekaran Daerah adalah pemecahan Daerah provinsi
atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau
lebih Daerah baru atau penggabungan bagian Daerah
dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah

provinsi menjadi satu Daerah baru.
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8. Penggabungan Daerah adalah penggabungan dua Daerah
kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam satu
Daerah provinsi menjadi Daerah kabupaten/kota baru
dan penggabungan dua Daerah provinsi atau lebih yang
bersanding menjadi Daerah provinsi baru.

9. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga Kesekretariatan
KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas
membantu pelaksanaan tugas KPU.

10. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga Kesekretariatan
KPU yang berkedudukan di ibukota provinsi yang
bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.

11. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga
Kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota
kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan

tugas KPU Kabupaten/Kota.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KRITERIA TIPELOGI

Pasal 2
Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU

Provinsi, dibentuk Sekretariat KPU Provinsi.

Pasal 3
Pembentukan Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU
setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang

pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 4
(1) Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dibagi menjadi 2 (dua) tipelogi, yang meliputi:
a. tipe A; dan
b. tipe B.
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Tipelogi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada beban kerja di masing-masing wilayah provinsi
dengan ketentuan:

a. tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan

b. tipe B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pasal 5

Tipelogi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1), ditentukan berdasarkan unsur dan

kriteria sebagai berikut:

a.
b.

(1)

(2)

hasil penilaian beban kerja;

kebutuhan kelembagaan KPU untuk menyesuaikan

dengan:

1. sistem Pemilu; dan

2. ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai penyelenggaraan  Pemilu;
dan/atau

pemekaran atau penggabungan daerah provinsi, daerah

kabupaten/kota, dan kecamatan atau sebutan lain.

Pasal 6
Penilaian beban kerja untuk menentukan tipelogi
Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan
2 (dua) unsur, yaitu:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
Kriteria unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. jumlah daftar pemilih tetap;
b. tingkat partisipasi pemilih;

0

jumlah daerah pemilihan;

o

jumlah anggota KPU Provinsi; dan

e. luas wilayah kerja.



